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PERATURAN KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik negara

yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,

transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

guna menertibkan distribusi barang perlu mengatur

penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika;

Meningat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan

Stasiun Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika No. 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik

Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika;

2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

Barang Milik Negara.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika.

4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman

serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan Barang Milik Negara.

6. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB

adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

8. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang, yang

selanjutnya disingkat UPKPB, adalah unit yang
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melakukan penatausahaan BMN di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

9. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah, yang

selanjutnya disebut UPPB-W, adalah unit yang

membantu melakukan penatausahakan BMN pada

tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan

sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang.

10. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I, yang

selanjutnya disebut UPPB-E1, adalah unit organisasi

yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada

tingkat Eselon I Pengguna Barang.

11. Unit Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya

disingkat UPPB, adalah unit yang melakukan

penatausahaan BMN di lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

12. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut

DBKP, adalah daftar yang memuat data BMN yang

disusun oleh masing-masing UPKPB pada Kuasa

Pengguna Barang.

13. Daftar Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya

disebut DBP-W, adalah daftar yang memuat data BMN

yang disusun oleh masing-masing UPPB-W pada tingkat

kantor wilayah Pengguna Barang.

14. Daftar Barang Pengguna Eselon I, yang selanjutnya

disebut DBP-E1, adalah daftar yang memuat data BMN

yang disusun oleh masing-masing UPPB-E1 pada tingkat

unit eselon I Pengguna Barang.

15. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut DBP,

adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh

masing-masing UPPB pada Pengguna Barang.

16. Rencana Kebutuhan BMN, yang selanjutnya disebut

RKBMN, adalah rincian kebutuhan BMN pada masa yang

akan datang yang disusun berdasarkan pengadaan

barang yang telah lalu dan keadaan yang sedang

berjalan.

www.peraturan.go.id



2015, No.1568
-5-

17. Laporan Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya

disebut LBKP, adalah laporan yang disusun oleh Kuasa

Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal

dan akhir periode tertentu secara semesteran dan

tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode

tersebut.

18. Laporan Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya

disebut LBPW, adalah laporan yang disusun oleh kantor

wilayah Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN

pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran

dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode

tersebut.

19. Laporan Barang Pengguna Eselon I, yang selanjutnya

disebut LBPE1, adalah laporan yang disusun oleh unit

eselon I Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN

pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran

dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode

tersebut.

20. Laporan Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut

LBP, adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang

yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode

tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi

yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi

Pelaksana Penatausahaan, Pembukuan, Inventarisasi,

Pelaporan, dan Daftar Distribusi Barang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan

pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan.
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BAB III

PELAKSANA PENATAUSAHAAN

Pasal 4

(1) Penatausahaan BMN meliputi:

a. penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang;

b. penatausahaan BMN pada Koordinator Unit

Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di Setiap Provinsi;

c. penatausahaan BMN pada Sekretariat Utama; dan

d. penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan :

a. UPKPB untuk penatausahaan BMN pada Kuasa

Pengguna Barang;

b. UPPB-W untuk penatausahaan BMN pada

Koordinator UPT BMKG di Setiap Provinsi;

c. UPPB-E1 untuk penatausahaan BMN pada

Sekretariat Utama; dan

d. UPPB untuk penatausahaan BMN pada Pengguna

Barang.

Pasal 5

(1) UPKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf a dilakukan:

a. Unit struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang

berfungsi melakukan pengelolaan BMN untuk KPB

Sekretariat Utama;

b. Unit struktural Administrator yang berfungsi

pengelolaan BMN pada Balai Besar Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika dan Sekolah Tinggi

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

c. Unit struktural Pengawas yang berfungsi

pengelolaan BMN pada Inspektorat, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Penelitian dan

Pengembangan, dan UPT Kelas I dan Kelas II; dan

d. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan fungsi

pengelolaan BMN pada UPT Kelas III dan Kelas IV.
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(2) UPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf b dilakukan oleh unit struktural yang berfungsi

melakukan pengelolaan BMN pada Koordinator UPT

BMKG di Setiap Provinsi.

(3) UPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf c dilakukan oleh unit struktural Pimpinan Tinggi

Pratama yang berfungsi melakukan pengelolaan BMN

pada Sekteratiat Utama.

(4) UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf d dilakukan oleh unit kerja eselon II yang berfungsi

melakukan pengelolaan BMN.

Pasal 6

Koordinator UPT di Setiap Provinsi dan Kuasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PEMBUKUAN

Pasal 7

(1) UPKPB, UPPB-W, UPPB-E1, dan UPPB wajib

melaksanakan pembukuan.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membuat :

a. DBKP;

b. DBP-W;

c. DBP-E1; dan

d. DBP.

Pasal 8

(1) DBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf a merupakan daftar barang yang status

penggunaannya berada pada kuasa pengguna barang.

(2) DBP-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf b merupakan daftar barang gabungan dari DBKP.
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(3) DBP-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf c merupakan daftar barang gabungan dari DBP-W.

(4) DBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

d merupakan daftar barang gabungan dari DBP-E1.

Pasal 9

DBKP, DBP-W, DBP-E1, dan DBP sebagimana dimaksud

dalam Pasal 8 dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana

Kebutuhan BMN (RKBMN).

Pasal 10

RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan

rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang yang

disusun berdasarkan pengadaan barang yang telah lalu dan

keadaan yang sedang berjalan.

Pasal 11

Tata cara penyusunan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembukuan DBKP, DBP-W, DBP-E1, dan DBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

didasarkan pada penggolongan dan kodefikasi.

(2) Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk setiap satuan BMN.

(3) Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13

(1) DBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1

disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang setempat.

(2) DBP-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2

disampaikan kepada Kantor Wilayah Kekayaan Negara

setempat.
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(3) DBP-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3

dan DBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Kementerian Keuangan RI.

Pasal 14

(1) Dalam hal ada perubahan data BMN, DBKP, DBP-W,

DBP-E1, dan DBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 wajib dilakukan perubahan.

(2) Perubahan data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa :

a. penetapan status penggunaan BMN;

b. pemanfaatan BMN;

c. penghapusan BMN;

d. pemindahtanganan BMN; dan

e. inventarisasi BMN.

Pasal 15

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib

disampaikan kepada:

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat

untuk perubahan DBKP;

b. Kantor Wilayah Kekayaan Negara setempat untuk

perubahan DBP-W; dan

c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian

Keuangan RI untuk perubahan DBP-E1 dan DBP.

BAB V

INVENTARISASI

Pasal 16

(1) UPPB wajib melakukan inventarisasi BMN.

(2) Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui pelaksanaan sensus barang.

(3) Sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima)

tahun.
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Pasal 17

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dilaksanakan oleh :

a. UPKPB untuk DBKP yang berada dibawah

penguasaannya;

b. UPB-W untuk DBP-W yang berada dibawah

penguasaannya;

c. UPB-E1 untuk DBP-E1; dan

d. UPPB untuk DBP.

Pasal 18

(1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf a disampaikan kepada UPB-W.

(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf b disampaikan UPB-E1.

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c disampaikan UPPB.

(4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf d disampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Kementerian Keuangan RI.

Pasal 19

Penyampaian hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 20

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

dikecualikan terhadap BMN yang berupa persediaan dan

konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan

inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik setiap

semester.

Pasal 21

Tata cara inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
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BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna

Wilayah, Laporan Barang Pengguna Eselon I, dan Laporan

Barang Pengguna

Pasal 22

(1) UPKPB, UPB-W, UPB-E1, dan UPPB wajib menyusun

Laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan (LBKPT) untuk laporan UPKPB;

b. Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran

(LBPWS) dan Laporan Barang Pengguna Wilayah

Tahunan (LBPWT) untuk laporan UPB-W;

c. Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran

(LBPES) dan Laporan Barang Pengguna Eselon I

Tahunan (LBPET) untuk laporan UPB-E1;dan

d. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk

laporan UPPB.

Pasal 23

(1) LBKPS, LBPWS, LBPES, dan LBPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menyajikan posisi BMN

pada awal dan akhir semester berjalan serta mutasi yang

terjadi selama semester berjalan.

(2) LBKPT, LBPWT, LBPET, dan LBPT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menyajikan posisi BMN

pada awal dan akhir tahun berjalan serta mutasi yang

terjadi selama tahun berjalan.
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Pasal 24

LBKPS, LBKPT, LBPWS, LBPWT, LBPES, LBPET, LBPS, dan

LBPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan

Barang Milik Negara

Pasal 25

(1) UPKPB, UPB-W, UPB-E1, dan UPPB wajib menyampaikan

laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari

pengelolaan BMN.

(2) Pengelolaan BMN sebagimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 26

Laporan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan

Pasal 27

(1) LBKPS dan LBKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf a dan Laporan PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada

UPB-W dan ditembuskan kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

(2) LBPWS dan LBPWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf b dan Laporan PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada

UPB-E1 ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kekayaan

Negara setempat.
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(3) LBPES dan LBPET sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf c dan Laporan PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada

UPPB dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

(4) LBPS dan LBPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (2) huruf d dan Laporan PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian

Keuangan RI.

Pasal 28

(1) Dalam hal LBKPS, LBKPT, LBPWS, LBPWT, LBPES,

LBPET, LBPS, LBPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 dan Laporan PNBP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 terdapat kesalahan dapat dilakukan koreksi.

(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

LBKPS, LBKPT, LBPWS, LBPWT, LBPES, LBPET, LBPS, LBPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Laporan PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan sesuai

jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan

Kepala Badan ini

BAB VII

DAFTAR DISTRIBUSI BARANG

Pasal 30

(1) Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala UPT di

lingkungan BMKG wajib membuat Daftar Distribusi

Barang (DDB).

(2) DDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Daftar Distribusi Barang Ruangan (DDBR); dan/atau

b. Daftar Distribusi Barang Lainnya (DDBL).
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(3) DDBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

digunakan sebagai dasar pembuatan Daftar Barang

Ruangan (DBR).

(4) DDBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

digunakan sebagai dasar pembuatan Daftar Barang

Lainnya (DBL).

(5) DDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah

ditandatanganinya kontrak atau adanya perikatan dalam

belanja modal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 31

DBR dan DBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

terdiri dari :

a. Nama barang;

b. Kuantitas;

c. Harga satuan;

d. Harga barang;

e. Nomor urut pendaftaran;

f. Penanggungjawab; dan

g. Lokasi penempatan barang.

Pasal 32

DDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan

kepada UPKPB.

Pasal 33

(1) UPKPB wajib melakukan validasi DDB.

(2) Validasi DDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pengujian keakurasian data yang diberikan.

Pasal 34

DDB, DBR, dan DBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

V Peraturan Kepala Badan ini.
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pelaksana Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2) dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada

sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan

penatausahaan BMN.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor

KEP.007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan

Penatusahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan

Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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